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WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN

DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

c.

Mengingat : 1.

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta
Tuna Susila, Pemerintah Kota Banjarmasin telah
berupaya untuk menangani gelandangan dan
pengemis serta tuna susila;

bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta
Tuna Susila belum bisa diterapkan dengan
optimal di lapangan, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta
Tuna Susila.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor.
3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
3670);

^ 5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang
— Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3796);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO
Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

^ Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara
_ Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3941);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 39);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor. 4301, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301 );



11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor. 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

f*\ 13. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang
-— Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);
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15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
tentang Penanggulangan Gelandangan dan
Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 3177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemeirntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2008 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor
16);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27
Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota

-^ Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

™ ^nta„ . PFRATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMenetapkan . ^J?J^J^AA^jARMASIN NOMOR 3TAHUN 2010 TENTANG
?S^aSS GELANBANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA
SUSELA
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Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan naprah v^~ o •

** 235*5!'' dlH,m,l' TO,,iag8a **8etaratan«—1 »—*

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial Dan Tenaga Keria
Kota Banjarmasin.

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjarmasin.

6. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di
wilayah Kota Banjarmasin.

7. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak
sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat
setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang
tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan
^ meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

mengharapkan belas kasihan dari Orang lain.

9. Tempat gelandangan dan pengemis adalah suatu tempat yang
digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat-tempat melakukan
pengemisan.

10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hiibungan kelamin
tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa
fmansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan
perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan
kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo,
serta waria).

11 Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan
atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap
maupun bersifat sementara.
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12 Penanganan mekpua usaha-usaha prevent* responsif rehabilitatif
yang bertujuan agar tidak terjadi penggelandangaHan penlenJSrf
serta mencegah meluasnya pengaruh yang diaMbatiSi oXvT^idalam masyarakat dan memasy^akatkan tobSSSK
pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayatiSSdfcTaS
memrtiki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup?toMdXm
tZuT^**11 ^ 1Syak SCSUai *"•» harkat X, mSK

13' ^aPreve»tif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis vane

14' ^JeSPOnSif ^f U^a-usaha y^g terorganisir,baik melalui
SSST rUPUn bUkan lembaga ^^ maksud menghilanSpenggelandangan, pengemisan dan tuna susila serta rancegah
meluasnya didedam masyarakat mcncegan

15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi
usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja,
pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah
pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah
masyarakat, pengawasan setra pembinaan lanjut, sehingga dengan
demikian para gelandangan dan pengemis serta tuna susila kembali
memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat
manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

16. Dunia usaha adalah segala bentuk usaha baik perorangan maupun
berbadan hukum dengan tujuan mencari laba.

17. Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan
para Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila taat pada aturan
yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi
Manusia.

18. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping
dengan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila dalam rangka
memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan
sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup,lapangan
kerja,dan fasilitas publik lainnya.

19. Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas
dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman
sebelum mendapat rujukan.

20 Pengembalian ke keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian
Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila kepada orang
tua/wali/keluarga/kampung halamannya dapat dibenkan bantuan
sosial sesuaidengan ketentuan yangberlaku.

21 Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan,pertumbuhan
dan Perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis;

22 Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan
' yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya din dan harga

diri Gelandangan dan Pengemis serta TunaSusila.
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23. Bimbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan
wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis serta Tuna
Susila memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

24. Bimbingan ketrampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuh
kembangkan keterampilan hidup (life skill) baik teknis maupun
manegerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi
kebutuhannya dan Ungkungannya .

25. Pemberian Jaminan Sosial adalah pemberian bantuan simulan kepada
gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila yang telah mendapat
rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.

26. Resosiaiisasi adalah upaya yang bertujuan membaurkan kembali dalam
lingkaran Sosialnya baik pribadi,anggota keluarga,maupun anggota
masyarakat.

27. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin.

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 15

(1) Gelandangan pengemis dan tuna susila yang terlantar dan/atau
terjaring penertiban yang berasal dari luar daerah dikembalikan ke
daerah asal.

(2) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada APBD Kota Banjarmasin.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni

O Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15 A

(l)Tindakan usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
tindakan responsif sebagaimana dimaksud alam Pasal 12 ayat (2) huruf
b dan huruf c dan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja dapat bekerjasama dengan SKPD lain
yang terkait.

(3) Tindakan usaha responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf a dan fungsi pengawasan di lapangan dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan,
pengawasan,penertiban, dan pengembalian gelandangan dan pengemis
serta tuna susila dtertur dengan Peraturan Walikota.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin.

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Ju^i 2014

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2014

/ WALIKOTA BANJARMASIN,;^

/ . MUHIDIN

2 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,^

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (60/2014)


